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iABSTRAK
Siti Nuryana (2020): Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Hak
Informasi yang jelas dan Jujur Dalam Progam Jasa
Indovision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8
Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen(studi
kasus di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh  hak atas informasi yang jelas dan
jujur yang belum terealisasi dalam menyalurkan progam siaran televisi
berlangganan terkait jumlah siaran. Bahwasannya Konsumen berhak atas hak
informasi yang jelas dan jujur seperti apa yang tercantum di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam
kenyataan Konsumen tidak mendapatkan pemenuhan atas hak Informasi yang
jelas dan jujur terkait kelengkapan jumlah siaran yang sesuai dengan yang
disediakan dari pihak penyedia jasa.
Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana
perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi yang jelas dan jujur
dalam progam jasa indovision Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggung jawab pelaku
usaha terhadap konsumen atas hak informasi yang jelas dan jujur dalam
penyediaan jasa progam indovision.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian
yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan
hukum, di mana penelitian di lakukan terhadap kenyataan yang nyata di
kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan maksud dan tujuan untuk
menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah,kemudian
menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara
penyelesaian masalah. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
adalah teknik purposive sampling.
Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa Konsumen mempunyai hak
sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen,terutama hak atas informasi yang jelas dan
jujur.Penyelenggaraan pihak penyedia jasa dalam perlindungan konsumen dapat
di lakukan yaitu dengan disediakan sarana bagi konsumen untuk menyampaikan
keluhan dalam hal kompensasi/ ganti rugi,dengan beberapa upaya di antaranya CS
(Costemer Service), layanan Info Coustemer, dan layanan Media Sosial.
Tanggung jawab dari Pihak Penyedia jasa dengan pembuktian yang akurat dan
pemberian ganti kerugian di lakukan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal
transaksi di karenakan kendala kondisi cuaca dan juga keterbatasan alat.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perlindungan Hukum bagi Konsumen sangat penting dalam menjaga
keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan Konsumen, sehingga
di perlukan adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang
dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.1
Penggunaan jasa televisi berlangganan baik untuk kegiatan bisnis
maupun untuk kebutuhan sehari-hari dalam hal mencari informasi secara
lengkap atau hanya sekedar untuk hiburan dengan menonton progam yang di
senangi masyarakat. Penggunaan jasa televisi berlangganan ini tidak lepas dari
penyedia jasa telekomunikasi.
Layanan jasa melibatkan pihak penyedia jasa di tuntut untuk
mendapatkan informasi yang praktis yaitu melalui digitalisasi dengan berbagai
perangkat elektronik yang dicanggih dalam kecepatan akan hal informasi
dapat berupa netbook, smartphone dan televisi berlangganan.
Beragam stasiun televisi dengan aneka program siarannya yang
disajikan dengan kualitas dan tata suara yang apik menjadikan televisi sebagai
sumber segala informasi dan juga hiburan yang dibutuhkan kita
semua.2Televisi juga telah memberi andil besar dalam percepatan
demokratisasi bidang politik, ekonomi, pendidikan dan aspek alinnya. Sebagai
salah satu bagian media komunikasi.
1Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, ( Jakarta: Rajawali
Persh), h. 9
2http://repository.unhas.ac.id Tinjauan Yuridis Tentang Televisi Kabel di Kota Makassar
diakses pada tanggal 17 Maret 2016.
2Lembaga penyiaran televisi merupakan media yang mampu
membentuk kararkter dan citra suatu negara atau daerah dalam membangun,
tinggal bagaimana mengemas informasi tersebut. Di mana informasi terdiri
dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan,
dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti
tertuang dalam undang-undang penyiaran Nomor  32 Tahun 2002 yaitu
Diversity of Counter (prinsip keberagaman isi) dan (Diversity of Ownership
(Prinsip Keberagaman kepemilikan)3.
Melihat pesatnya perkembangan televisi atau yang bergaya televisi
kabel tentu akan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Contoh paling nyata di
indonesia adalah hadirnya indovision di indonesia, kehadiran indovision di
indonesia menjadikan daya tarik tersendiri terkait progam-progam dari luar
masyarakat Indonesia4. Indovision memberikan penambahan nilai maksimun
untuk semua stakeholder dan memberikan televisi berbayar yang terjangkau
oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan  perekonomian
yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern telah menghasilkan
berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh
masyarakat.Adapun di era yang modern ini berbagai media elektronik muncul
dengan berbagai media hiburan yang telah banyak di temukan dalam
kehidupan sehari-hari di mana media hiburan yang sangat mudah di jangkau
3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang  Penyiaraan
4Anwar Arfin, Sistem Komunikasi Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media,
2011), h. 192.
3adalah sebuah kotak pemancar suara (audio) dan visual (gambar) atau lebih di
kenal dengan televisi.
Masyarakat di era modern paham akan kemajuan dimana segala arus
informasi berjalan dengan sangat cepat sekali. Akibat dari kebutuhan
masyarakat tersebut, maka setiap media elektronik harus memberikan
pembaharuan yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat akan arus
informasi.Salah satu cara masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat
yaitu melalui media televisi secara berlangganan atau TV Kabel. Jasa
penyiaran berlangganan di Indonesia awalnya hanya di kenal oleh kalangan
tertentu saja.Televisi kabel atau cable antena television adalah sistem
penyiaran acara televisi lewat frekuensi radio yang di tansmisikan melalui
serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran
televisi biasa yang harus di tangkap antena (over the air). Selain acara televisi,
internet dan telepon juga di sampaikan lewat kabel5.
PT. Mekar jaya vision atau lebih di kenal masyarakat kecamatan Reteh
dengan sebutan Televisi Kabel yang menyediakan layanan untuk para
konsumen untuk mendapatkan informasi melalui berlangganan, hadirnya
televisi kabel ini sangat membantu  informasi dalam negeri maupun luar
terkait berita olaharaga, dll mengingat di televisi kabel siaran lebih lengkap
dari pada menggunakn televisi parabola. pengertian lain mengenai Konsumen
dapat di lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyatakn bahwa.
5 Hadrin, Tinjauan Yuridis Tentang Televisi Kabel di kota Makassar, skripsi, fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin
4“Perlindungan konsumen merupkan segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.”
Dan pasal  1 ayat (2) menyatakan bahwa:
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,orang
lain,mahluk Hidup, dan tidak untuk di perdagangkan.”
Konsumen yang ingin berlangganan Televi kabel, dapat mendaftarkan
langsung melalui kantor PT. Mekar Jaya Vision dengan melampirkan
persyaratanya sebagai berikut:
a. Melampirkan Foto KTP asli
b. Memberikan Informasi nomor HP yang aktif
c. Menulis alamat pemasangan dan membagikan lokasi untuk memudahkan
survey
d. Isi formulir
e. Biaya/ atau memilih paket
Pengaturan-pengaturan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumendi
antaranya; a) beritikad baik dalam melakukan usahanya; b) memberikan
imformasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa; c)
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif; e) memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian
apabila barang dan jasa yang di terima atau di manfaatkan konsumen tidak
sesuai dengan perjanjian.
5Hak atas Informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya
informasi yang di sampaikan kepada Konsumen ini dapat di katakan sebagai
cacat prodak,yaitu yang di kenal dengan cacat intruksi atau cacat karena
informasi yang tidak memadai.6 Hak atas informasi yang jelas dan benar di
maksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang
suatu produk,. Informasi yang merupakan hak konsumen di antarnnya adalah
mengenai produk dan identitas produk, baik informasi tersebut di sampaikan
melalui tulisan maupun lisan, baik media cetak maupun elektronik.
Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Di dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4  menyebutkan yakni terdapat
hak konsumen yakni.
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa:
b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jaminan yang di janjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau
jasa yang di gunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6 Ibid h.41
6f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
Masyarakat Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir merupakan
Masyarakat konsumen Televisi berlangganan( TV Kabel) yang potensial.
Keberadaan PT.Mekar Jayaa Vision di kecamatan reteh sesungguhnya
merupakan bagian dari upaya menenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan
Reteh tersebut.
Dalam melaksanakan layanannya pihak PT. Mekar Jaya Vision
memiliki hak dan kewajiban yang harus di jalankan sebagaimana mestinya.
Namun pada kenyataannya konsumen tidak mendapatkan layanan progam
siaran terkait jumlah siaran yang sebagimana mestinya dari pihak penyedia
jasa yakni 40 progam siaran. Seperti yang di alami oleh salah satu pelanggan
yang mengeluhkan terkait jumlah siaran yang tidak mendapatkan sepenuhnya
sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kepuasan dalam menonton.di
mana menurut keteranganya ia sudah menjalankan hak nya sebagai konsumen
yakni membayar iuran setiap bulannya tanpa ada kesenggangan sebagaimana
yang tercantum dalam kontrak.7
7 Jardi, Konsumen, Wawancara, 15 November, jam 10.35
7Dari kejadian di atas dapat di lihat pihak PT. Mekar Jaya Vision tidak
memenuhi kewajibannya sebagai pihak penyedia jasa, sehingga menimbulkan
kerugian bagi Konsumen dalam segi materil.
Namun tidak semua Konsumen memahami dan mengetahui bahwa
hak-hak mereka di lindungi oleh Hukum Perlindungan Konsumen. dalam hal
ini dapat di ketahui bahwa masih sangat minim pengetahuan masyarakat
mengenai Perlindungan Konsumen, sehingga apabila konsumen mengalami
kerugian tidak mengambil tindakan apapun.
Perlindungan Konsumen sangat menarik untuk di perbincangkan di
tengah masyarkat, di karenakan banyak masalah yang timbul antar pelaku
usaha dengan Konsumennya, fenomena yang sering terjadi saat ini di mana
kedudukan Konsumen lemah dihadapan pelaku usaha, menimbulkan
banyaknya Konsumen yang dirugikan dalam melakukan transaksi jasa
layanan.
Penjelasan dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak di
maksudkan untuk menjadi penghalang pelaku usaha dalam menjalankan
kegiatan usahanya. Pengaturan tentang perlindungan konsumen di harapkan
dapat menumbuhkan iklim persaingan yang sehat dan ketat sehingga mereka
akan mulai berkompetisi untuk menyajikan layanan yang berkualitas.
Dengan adanya aturan perlindungan hukum bagi konsumen di
harapkan konsumen berhak menuntut hak dan kewajiban yang di milikinya
untuk meminta perlindungan hukum dari suatu tindakan yang merugikan
Konsumen.
8Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan oleh
penulis tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum
sosiologis yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas
Hak Informasi Yang Jelas Dan Jujur Dalam Progam Jasa Indovision
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ( Studi Kasus di Kecamatan Reteh Kabupaten
Indragiri Hilir).
B. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini mefokuskan penelitian pada
pemenuhan hak-hak konsumen atas informasi yang jelas dan jujur terhadap
progam jasa indovision di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
C. RumusanMasalah
Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitianini adalah :
a. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen atas hak informasi
yang jelas dan jujurdalam jasa progam indovision berdasarkan Undang-
undang  Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap Konsumen atas
informasi yang jelas dan jujur dalam penyediaan jasa progam indovision?
9D. Tujuan dan ManfaatPenelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:
a. Perlindungan Hukum Terhadap konsumen atas hak informasi yang
jujur dan jelas dalam progam jasa Indovision berdasarkan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di
Kecamatan Reteh Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap informasi
yang jelas dan jujur dalam penyediaan jasa progam Indovision.
2. Manfaat Penelitian
a. Sebagai salah atau  syarat untuk menyelesaikan studi progam strata
satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum.
b. Untukmenambahpengalaman dan pengetahuan bagi penulis dalam
bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis tentang perlindungan
konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.
c. Untuk kajian, bahan informasi dan bahan referensi bagi peneliti
berikutnya yang melakukan penelitian mengenai permasalahan yang
sama, yaitu tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab
pelaku usaha.
E. Metode Penelitian
Metodologi penelitian atau Methodology of research berasal dari kata
metoda yang berarti cara atau teknik dan logos yang berarti ilmu sedangkan
penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu research kata
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research berasal dari re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti
mencari kembali oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu
upaya pencarian”Apabila penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul
pertanyaan apakah yang di cari? Pada dasarnya yang di cari adalah
pengetahuan atau pengetahuan yang benar.8
Sehingga metodologi penenlitian berarti ilmu yang mempelajari
tentang cara atau metode untuk melakukan penelitian.9Metode penelitian
adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau
mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa dan memenuhi
keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu
penelitian lapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan
dalam penulisan proposal ini,dan jenis penelitian yang diterapkan dalam
penelitian inidengan pendekatan secara kualitatif. Suatu penelitian yang
menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya
dengan hukum.
Sifat penelitian bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif adalah
Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal
lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk
laporan.
8Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.6, 2015), h. 1.
9 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Witra Wacana Media,
2012), h. 11.
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2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Pada Kecamatan Reteh
Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan memilih lokasi di karenakan di
Kec.Reteh Merupakan wilayah bagi pelaku usaha dalam memerankan
tugas dan fungsinya dalam sektor Penyedia jasa pada PT. Mekar Jaya
Vision sebagai penyedia jasa dalam layananan TV berlangganan yang
berbasis teknologi.
3. Subjek  dan Objek Penelitian
Subjek Penelitian ini adalah masyarakat pengguna jasa dan pelaku
usahaIndovision di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.
Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah perlindungan hukum
terhadap konsumen atas hak informasi yang jelas dan jujur dalam jasa
progam indovision berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen.
4. Populasi dan Sampel
Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak di teliti
berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun
yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan
PT. Mekar Jaya Vision dan konsumen progam jasa dalam pengguna
Indivision di Kecamatan Reteh Pulau kijang.
Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang
memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk
penelitian.10Adapun teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan obyek
10 Abdurrahman, Fathoni, Metodologi Penelitian dan teknik Penyusunan Skripsi, (
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011),h.23
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penelitian, biasa disebut dengan teknik sampling.11Dalam penelitian ini
teknik sampling yang digunakan adalah purposive samplingyaitu
pengambilan sampel tertuju kepada orang yang di anggap dapat
memberikan informasi yang penulis inginkan.
Untuk lebih jelasnya metode ini adalah pengambilan responden
dengan sengaja menentukan sendiri yang dianggap tahu.Untuk lebih
jelasnya perincian populasi dan sampel dapat dilihat dari table berikut ini:
Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel
No Responden Populasi Sampel Presentase
1 Direktur PT Mekar Jaya Vision 1 1 100%
2 Karyawan PT Mekar Jaya Vision 6 2 33,3%
3 Konsumen 1500 75 5%
Jumlah 1507 78 5,18%
5. Sumber Data
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis
sumber data yaitu:
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan
langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau  yang
bersangkutan yang memerlukannya.12
Data Primer ini penulis memperoleh informasi secara langsung
dari lapangan berupa tanggapan dari responden yang di peroleh
11 Suratmo,  Philips Dillah, metode penelitian hukum ( Bandung: Alfadeta  2014) h.88
12Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2004), h.9
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langsung melalui observasi, wawancara, dan angket dan data di
peroleh secara langsung yang berkenan dengan masyarakat sebagai
pengguna jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia jasa.
b. Data sekunder
Data Sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi
tentang data primer atau data yang di peroleh dari buku-buku literatur
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sumber data
diambil penulis meliputi:
a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 32 tentang Penyiaraan
b) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindugan
Konsumen
c) Buku Kepustakaan.
c. Data Tersier
Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan
terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam
penelitian ini adalah katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan
dan bahan acuan lainnya yang mendukung sebagai referensi dalam
penelitian.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh melalui
cara dan tahap berikut:
a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/ objek yang akan di
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teliti. Secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran
secara nyata tentang kegiatan yang di teliti.13
b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui cara proses dialog
atau tanya jawab secara langsung atau tertulis kepada subjek
penelitian.
c. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk
menjawabnya.
d. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan data berupa buku-
buku, karya ilmiah, artikel, jurnal dan lainnya sebagainya yang di
gunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat
mendukung dan menguatkan yang penulis lakukan.
7. Metode Analisis Data
Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode analisis
kualitatif yaitu hasil atau data penelitian di uraikan dalam bentuk
deskriptif .14Kemudian penarikan kesimpulan yakni secara induktif,
metode yang bertolak dari kaedah yang khusus kemudian di tarik
kesimpulan secara umum.
13 Husei Umar, Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Rajawali Pers,
2009), h.45
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Press, 2007) Cet. Ke 3.
h.24
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Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif
yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum
kepada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus15.
Kesimpulan adalah intisari dari sebuah penelitian, kesimpulan yang
dibuat berdasarkan pada data yang ada dan dibahas didalam penelitian.
Dan Kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah serta  kesimpulan
dibuat dengan ringkas yang menjadi gambaran keseluruhan isi dari
penelitian.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Dalam Bab ini akan di uraikan tentang gambaran umum lokasi
penelitian yang di lakukan di kecamatan Reteh Kabupaten
Indragiri Hilir.
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan umum pustaka yaitu, Pengertian
Perkindungan konsumen, Konsumen,dan jasa TV kabel Pelaku
Usaha, Hak-Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha, Hak-Hak Dan
15Abi Anggito, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak 2018), h.17
16
Kewajiban Konsumen,Dasar Hukum Perlindungan Konsumen,
pelayanan penyelegaraan penyiaraan, Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan Pembahasan dari
perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan hak
nya oleh penyedia jasa tv berlangganan dan Tanggung jawab
pelaku usaha terhadap konsumen atas informasi yang jelas dan
jujur dalam penyediaan jasa progam Indovision.
BAB V : PENUTUP
Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari
hasil penelitian yang dilakukan penulis.
DAFTAR PUSTAKA
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BAB II
GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
1. Sejarah Perkembangan Kabupaten Indragiri Hilir
Reteh adalah salah satu kecamatan di daerah Kabupaten Indragiri
Hilir dengan ibu kota kecamatan yaitu Pulau Kijang. Terletak di aliran
sungai Gansal, memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Kelurahan
Pulau Kijang merupakan salah satu yang terletak di wilayah kecamatan
Reteh dengan luas wilayah 1.160.597 Ha. Dengan letak geografis antara
104*10’BT-102*32’dan 0*36’LU-1*07LU. Iklim di wilayah ini adalah
iklim tropis basah dengan curah hujan 2.300 mm. Dan memiliki batas-
batas wilayah:
1. Sebelah Utara :  Kecamatan Tanah Merah
2. Sebelah Selatan Timur : Kabupaten Tanjung Jambi
3. Sebelah Barat :  Kecamatan Siberida
Dan diapit oleh beberapa Desa, yaitu:
1. Sebelah utara : Desa Sebrang Pulau kijang
2. Sebelah Timur : Desa Sungai Undan
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung
4. Sebealah Barat : Desa Pulau Kecil16
16 Beyyen, “letak geografis Reteh”. Artikel di akses pada 22 April 2016 dari
http://id.m.wikipedia.org./wiki/Reteh_Indargiri Hilir.
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Keadaan demografis kependudukan Pulau Kijang menurut data
dari kantor kecamatan pulau kijang jumlah penduduknya 14.72 jiwa yang
terdiri dari 3.758 KK (kepala Keluarga). Dengan jumlah Laki-laki 7.381
jiwa dan perempuan 7.342 jiwa17
2. Pendidikan dan kehidupan Beragam Masyarakat
Pendidikan memiliki peran yang sentral bagi upaya pembangunan
sumber daya manusia. Peran yang sangat di miliki, isi dan proses
pendidikan perlu di mutahirkan sesuai dengan kemajuan ilmu dan
kebutuhan masyarakat, dan dunia menghendaki sumber daya manusia
yang memiliki seperangkat kompetensi yang berstandar nasional dan
internasional.
Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting, dimana ilmu
pengetahuan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan
berkualitas agar dapat memajukan bangsa. Khsusnya bermanfaat untuk
kehidupan kita sendiri. Di kecamatan Reteh tepatnya di pulau kijang taraf
pendidikan masyarakat sudah berkembang.
3. Agama dan Budaya
Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan(kepercayaan)
yang berhubungan dengan sang pecipta dan juga menjaga pergaulan
manusia dan lingkungan.
Agama sangat penting baik dari segi derajat, kedudukan maupun
statusnya yang merumakan barometer dalam kehidupan manusia. Agama
adalah acuan dan petunjuk bagi seseorang dalam mencapai kebahagiaan
17 Salmiah, petugas kecamatan Reteh, wawancara jam 10.00
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hakiki baik di dunia maupun akhirat. Mayoritas mayarakat kecamatan
Reteh kelurahan Pulau Kijang adalah Muslim. Walupun Islam sebagai
agama mayoritas, tidak ada penekanan maupun paksaan dari agama yang
mayoritas ke agama minoritas.
Budaya juga penting dalam mempersatukan kelompok dalam
lingkungan di mana untuk bisa saling menambah wawasan dan silaturahmi
yang baik berjalan, beragam budaya di kecamatan Reteh menambah ciri
khas sendiri dimana terdapat beberapa suku di antaranya Jawa, Bugis,
Melayu, Banjar, Minang, dan lainnya. Memang pada umumnya suku pasti
beragam pada setiap daerah.
4. Potensi Penghasilan Daerah Kecamatan Reteh
Masyarakat kecamatan Reteh mempunyai berbagai macama ragam
potensi penghasilan bermacam-macam di antaranya, perekebunan,
pertanian, perdagangan, pegawai/PNS, nelayan, penangkarangan burung
walet dan buruh.
Secara umum sumber ekonomi Masyarakat kecamatan reteh adalah
sebagai berikut:
a. Pertanian
Bidang usaha dalam bentuk pertanian di kecamatan reteh  yaitu
berupa padi, jagung,ubi-ubian dan juga sayur-sayuran. Menurut data
yang di peroleh dari kantor camat luas area pertanian padi mencapai
3500 hektar, jagung 1700 hektar, ubi-ubian 500 hektar dan sayuran
100 hektar. Dari hasil pertanian tersebu, masyarakat menjual dan di
pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari.
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b. Pembisnis
Pelaku usaha yang mencari peluang di antaranya dengan
berbisnis di antarnya di bidang penyiaran, dagang dll.
c. Pegawai Negeri Sipil
Bertugas mengabdikan diri kepada Negara yang di sebut
pegawai negeri, di antara para pegawai Negeri Sipil(PNS) terdapat
beberapa profesi yakni Guru, Bidan, Perawat, dan bagian pemerintah
lainnya.
5. Gambaran Umum Perusahaan
a. Sejarah umum perusahaan Televisi Kabel
Informasi yang semakin canggih tidak terbendung lagi
kebutuhan akan informasi dan hiburan untuk sekedar melapas lelah
setelah  penuh dengan aktifitas sehari-hari. Kebutuhan akan informasi
dan hiburam sudah merupakan kebutuhan pokok. Pemenuhan
kebutuhan Pokok menjadikan untuk menyediakan sarana dan memicu
berdirinya PT. Mekar Jaya Vision yang memfokuskan usaha di bidang
jasa penuyelenggaraan siaran televisi berlangganan melalui kabel.
Televisi kabel atau Cable Television adalah sistem penyiaran
acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang di tranmisikan melalui
serat optic yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti
siaran televisi biasa yang harus di tangkap antenna. Perusahaan yang
didirikan pada tanggal 05 November 2011 ini memulai memasarkan
produk jasanya pada awal tahun 2013 dan bertanggung jawab atas
pemasaran progam pengelolaan serta pelayanan kepada pelanggan.
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Televisi kabel mulanya menggunakan analog dengan frekuensi
C-Band namun, kemudian di rancang pembuatan proyek dan
peluncuran kotak penerima di gunakan untuk memilih satu saluran
televisi. Sistem ini dapat menyiarkan saluran lebih banyak dari pada
sistem analog.
Berikut adalah perangkat keras yang di butuhkan pelanggan
untuk bisa menangkap tayangan-tayangan dari chanel-chanel televisi
kabel tersebut:
a. Decorder di gital
b. LNB-F
c. 2F Konektor
d. Kabel 20 Meter
e. Remote control
f. Dish (parabola Mini) dengan diameter 80 cm
b. Maksud Pendirian
PT. Mekar Jaya Vision sebagai stasiun televisi melalui kabel
melayani masyarakat Kecamatan Reteh sehingga ini menjadi media
alternatif untuk mendapatkan pendidikan, informasi dan hiburan yang
berwawasan global, sehingga diharapkan siarannya dapat menjangkau
wilayah Kecamatan Reteh.
c. Visi Misi Perusahaan PT. Mekar Jaya Vision
1) Visi
Menyediakan siaran yang berkualitas dan berkesinambung
melalui siaran Televisi Kabel.
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2) Misi
a. Mewujudkan Visi dari segi progam
Mewujudkan kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan dan
informasi dengan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
b. Mewujudkan visi dari segi teknis
Memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan dan informasi
multemedia melalui kabel selain melalui satelit dan telestrial.
c. Mewujudkan Visi dari segi manajemen
Menciptakan lembaga penyiaran berlangganan yang
profesional yang diterima masyarakat dan mendorong
menciptakan pelaku-pelaku usaha lainnya yang mempunyai
jiwa kewirasahaan
d. Berdasarkan latar belakang
Menciptakan perusahaan yang profesional18
d. Struktur Organisasi
Untuk lebih jelasnya bagan struktur Organisasi PT.Mekar
Jaya Vision dapat di lihat pada lampiran berikut.19
18 Abdul Aziz, Direktur utama, Wawancara, Pulau Kijang tgl 23 November 2019
19 Profil PT.Mekar Jaya Vision di Kecamatan Reteh
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT.Mekar Jaya Vision
DIREKTUR UTAMA
ABDUL HAZIZ
DIREKTUR
ABDUL BASIR
KOMISARIS UTAMA
ABDI  MARIADI
KOMISARIS
SURIYADI
BIDANG
PEMBERITAAN JOHAN
BIDANG SIARAN
HERMANSYAH
BIDANG TEKNIK
AGUS HERMAN
BIDANG KEUANGAN
HERMAWTI
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e. Progam-progam PT. Meakar Jaya Vision
No. Kanal Program Penyedia
1. Umum / General Entertainment RCTI
SCTV
GTV
INDOSIAR
MNC TV
TRANS 7
TRANS TV
ANTV
NET
TV3
RIAU TV
2. Berita, penerangan dan informasi TVRI
TVONE
METRO TV
KOMPAS TV
3. Musik TOP HITS
DMC TV
4. Agama MEDINAH
RODJA
INSAN TV/UMMAT
ASWAJA TV
5. Pendidikan Anak-anak ANIMAL PLANET
JIMJAM
NET WILD
NATIONAL GEO
CNN
SPACETOON
EDUKASI
6. Olahraga FOX SPORT
MNC TV SPORT
K-VISION
FIGHT
7. Film HBO
FOX MOVIES
CALESTIAL MOVIES
KIX
LOTUS
FOX CRIME
LBS
STAR WORLD
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Konsumen
Kata konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan
masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu
barang atau jasa. Istilah pengertian hukum konsumen dengan hukum
perlindungan konsumen merupakan istilah yang sering di samaartikan di
mana hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen.
Namun ada pula yang membedakan dengan mengatakan bahwa baik
mengenai subatansi maupun mengenai penekanan luas lingkupnya adalah
berbeda satu sama lain.20
Pakar masalah Konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan para
ahli hukum pada umunya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai
produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan ingin membedakan
antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan Konsumen
pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria,
sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada
konsumen pemakai terkahir.21
Pendapat lain merumuskan, bahwa konsumen adalah setiap
Individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari
20 N.H.T Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk,
(Jakarta: Pantai Rei,2005). h.3
21 Sri Redjeki, Hukum Ekonomi,( Band ung:Mansar Maju, 2000.), h. 80
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kepemilikan khusus, produk atau pelayanan akhir dari kepemilikan
khusu,produk, atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apabila
ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau
apakah ia berbuat sendiri atau secara kolektif.22
Berdasarkan dari beberapa pengertian Konsumen yang telah di
kemukakan di atas, maka konsumen dapat di bedakan kepada tiga batasan
yaitu,:
a. Konsumen komersial adalah setiap orang yang mendapatkan barang
dan atau jasa yang di gunakan untuk memproduksi barang dan atau
jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan
atau jasa yang di gunakan untuk di perdagangkan kembali juga dengan
tujuan mencari keuntungan.
c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan
menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan
kehidupan pribadi, keluarga dan orang lain, dan mahluk hidup lainnya
dan tidak untuk di perdagangkan kembali dan atau/jasa untuk mencari
keuntungan kembali.23
2. Hak dan Kewajiban Konsumen
a. Hak Konsumen
Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atur
mengenai hak konsumen di antaranya sebagai berikut:
22Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: Prenamedia Group,
2018) h.4
23Yusuf Shofie, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta: Kencana, 2016) h. 4
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1) Hak atas kenyamana,keamanan dan keselamatan mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang di janjikan;
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa;
4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang di gunakan.
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7) Hak untuk di perlakukan atau di layanai secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9) Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundangan
lainnnya.24
Hak-hak dasar kosumen sebagaiamana pertama kali di kemukakan
oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy di depan Kongres pada
tanggal 15 mei 1962 yang harus di lindungi terdiri dari:
24Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
28
a. Hak memperoleh keamananan
Aspek ini di tujukan pada perlindungan Konsumen dari
pemasaran barang dan atau/ jasa yang membahayakan keselamatan
Konsumen, termasuk pertanggungjawaban dan keselamatan
Konsumen.
b. Hak memilih
Hak memilih merupakan hak preogatif konsumen apakah ia
akan membeli atau tidak membeli suatu barang atau jasa. Oleh karena
itu, tanpa di tunjang oleh hak mendapatkan informasi yang jujur,
tingkat pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, maka
hak ini tidak akan banyak artinya, apalagi dengan meningkatnya teknik
penggunaan pasar terutama lewat iklan, maka hak untuk memilih dapat
di tentukan di luar Konsumen.
c. Hak mendapatkan Informasi
Hak ini mempunyai arti yang sangat penting bila di lihat dari
sudut kepentingan kehidupan ekonominya. Setiap keterangan
mengenai sesuatu barang yang akan di belinya atau akan mengikat
dirinya, haruslah di berikan selengkap mungkin dan dengan penuh
kejujuran.
d. Hak untuk di dengar
Di maksudkan untuk menjamin Konsumen bahwa
kepentingannya harus di perhatikan dan tercemin dalam kebijaksanaan
pemerintah termasuk turut di dengar dalam pembentukan
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kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen harus di dengar setiap
keluhannya.25
Keempat hak tersebut merupakan dari Deklarasi Hak-hak Asasi
Manusia yang di canangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948,
masing-masing pada pasal. 3,8.19.21 dan pasal 26, yang oleh organisasi
Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union-1OCU) di
tambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:26.
1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah di
kemukakan, secara garis besar dapat di bagi dalam tiga hak yang menjadi
prinsip dasar,  yaitu:
a. Hak yang di maksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian
personal, maupun kerugian harta kekayaan;
b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
dan
c. Hak untuk memperoleh penyelesain yang patut terhadap permasalahan
yang di hadapi27.
25 Opcit, h. 47-48
26 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009), h. 25
27Ahmadi Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.39
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Prinsip dasar hak di atas merupakan himpunan beberapa hak
konsumen sebagaimana di atur dalam Undang-undang Perlindungan
Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga
dapat di jadikan prinsip perlindungan konsumen di indonesia.
d. Kewajiban Konsumen
Kewajiban-kewajiban Konsumen di jelaskan yaitu untuk membaca
dan mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa
demi keselamatan. Adapun kewajiban konsumen di antaranya :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.
Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah
kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan secara patut. Kewajiban ini di anggap sebagai hal baru,
sebab sebelum diundangakannya Undang-undang perlindungan Konsumen
hampir tidak di rasakan adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam
perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/ terdakwa lebih
banyak di kendalikan oleh aparat kepolisian dan/ atau kejaksaan.28
28Ibid , h. 39
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Kewajiban ini di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen
di anggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk
mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara
patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah di peroleh jika konsumen mengikuti
penyelesaian sengketa secara patut, hanya saja kewajiban konsumen tidak
cukup maksud jika tidak di ikuti oleh kewajiban yang sama dari pelaku usaha.
B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha
1. Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku usaha adalah:“setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang di didirikan dan kedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi”29.
Pelaku usaha secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi dua
bagian yaitu:
a. Produsen
Produsen dalam hubunganya langsung dengan konsumen, ini di
karenakan produsen hanya bertugas membuat makanan yang akan di
jual oleh penjual.
b. Penjual
Penjual dalam hubunganya langsung dengan konsumen, karena
setiap harinya penjual yang berhadapan dengan para konsumen.
29Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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2. Kewajiban Pelaku Usaha
Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur
tentang kewajiban Pelaku usaha sebagai berikut:30
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa seta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi
e. Dan atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan atau/jasa yang berlaku.
f. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau/
mencoba barang dan atau/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/
atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdagangkan.
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang di perdagangka.
h. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan atau.jasa yang di terima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.
30 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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3. Hak- Hak Pelaku Usaha
Hak-hak pelaku usaha sebagaimana di atur di dalam Undang-
undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barnag dan/atau jasa yang di
perdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang
di perdagangakan.
e. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.31
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen di atur
tentang tanggung jawab pelaku usaha yang berbunyi:
a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di
perdagangkan.
31Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
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b. Ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau antara setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 hari
setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana di maksud pasa ayat (1) dan ayat
(2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
e. Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan
tersebut merupakan kesalahan konsumen.
5. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Pelaku Usaha
Seseorang konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk
dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli atau melalui suatu
proses terjadinya peralihan kepemilikan barang/dan atau pemanfaatan jasa
dari pelaku usaha kepada konsumen. hal ini di namakan transaksi
konsumen, yang terdiri atas tiga tahap, yaitu:
a. Tahap Pratansaksi Konsumen
Pada tahap ini, transaksi atau penjualan/ pembelian barang dan/
atau jasa belum terjadi. Dalam tahap ini adalah Informasi atau
keterangan yang benar, jelas, dan jujur serta akses untuk
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mendapatkannya dari pelaku usaha yang beritikad baik dan
bertanggung jawab.32
b. Tahap Transaksi Konsumen
Pada tahap ini terjadi proses peralihan kepemilikan barang dan
/atau jasa tertentu dari pelaku usaha kepada konsumen, di karenakan
telah terdapat kecocokan pilihan barang dan/jasa dengan persyaratan
pembelian serta harga yang harus di bayar. Perilaku pelaku usaha
sangat menentukan, baik dari segi harga, penentuan persyaratan
perolehan pembatalan, klausul-klausul, khususnya klausul baku yang
mengikuti transaksi dan persyaratan-persyaratan perjanjian,
keistimewaan atau kemanjuran yang di kemukakan dalam transaksi
barang dan/atau jasa.
c. Tahap Purnatransaksi
Tahap ini merupakan tahap pemakaiaan, yaitu penggunaan data
atau pemanfaatan barang/ dan atau jasa yang telah beralih pemilik
pemanfaatan dari pelaku usaha kepada konsumen.dalam hal ini
kepuasaan konsumen jika merasa baik akan berlangganan namun jika
sebaliknya jika informasi produk konsumen yang diperoleh tidak
sesuai dalam kenyataan pemakaian, yaitu penggunaan atau
pemanfaatannya oleh konsumen  maka akan timbul”masalah” antara
konsumen dan pelaku usaha bersangkutan sengketa konsumen.
32 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, (
Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 17
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C. Pengertian Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen di sebutkan “Perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi
hak-hak konsumen yang di perkuat melalui undang-undang khusus,
memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang
selalu merugikan hak konsumen.dengan adanya undang-undang
perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen
memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau
menuntut jika ternyata hak-haknya telah di rugikan atau di langgar oleh
pelaku usaha. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru
khususnya di Indonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di
bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.33
Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen
ternyata belum di bekukan menjadi suatu pengertian resmi., baik dalam
peraturan perundang-undangan maupun dalam kurikulum akademis,
fakultas Hukum Universitas Indonesia mempergunakan hukum
perlindungan perlindungan konsumen, tetapi Hondius, ahli hukum
33 Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti,2010), h. 9
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konsumen dari Belanda Menyebutnya dengan hukum konsumen
(konsumentenrecht)34.
Dari latar belakang dan definisi tersebut kemudian muncul
kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan
konsumen yang kurang lebih di jabarakan sebagai berikut:
1. Kesejahteraan antara konsumen dan pelaku usaha
2. Konsumen mempunyai hak
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada
pembangunan.
5. Perlindungan konsumen pada iklim bisnis yang sehat
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa
7. Pemerintah perlu berperan aktif
8. Masyarakat juga perlu berperan dan
9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai
bidang
10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.
a. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Menurut pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tujuan dari
perlindungan konsumen adalah:
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;
34 Ibid.
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2) Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan diri sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha;
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
Perlindungan Konsumen di selenggarakan sebagai usaha
bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan
pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu, menurut pasal 2 UUPK
adalah.
a. Asas Manfaat
Asas manfaat maksudnya untuk mengamanatkan bahwa
segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
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b. Asas Keadilan
Asas keadlian maksudnya agar partisipasnya seluruh rakyat
dapat di wujudkan  secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas Keseimbangan
Asas keseimbangan maksudnya  untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan
pemerintah dalam arti materil dan sprituaal.
d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen maksudnya
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.
e. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum maksudnya agar pelaku usaha
maupun konsumen menataati hukum dan memperoleh keadilan
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara
menjamin kepastian hukum.35
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen menurut
Gunawan Wijaya adalah tingkat kesadaran akan haknya memang
masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan faktor rendannya
35Abdul Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Makasar: CV. Sah
Media, 2017), h. 28
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pendidikan konsumen. Berdasarkan kondisi sampai saat ini hakikatnya
perlindungan konsumen untuk menciptakan yang ideal tidak saja
memerlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan
Undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara
integratif dan komprehensif, tetapi perlu juga tentang peraturan
pelaksanaan, pembinaan aparat, pranata dan perangkat-perangkat
yudikatif, administratif dan edukatif serta sarana dan parsarana
lainnya, agar nantinya undang-undang tersebut dapat di terapakn
secara efektif di masyarakat.
b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum
perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi.
Barang atau jasa yang merupakan hubungan hukum perdata,
sebagaimana di tetapkan bahwa perlindungan konsumen di atur di
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, dengan di undangkan masalah perlindungan konsumen di
mungkinkannya di lakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa
antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang merasa
haknya di langgar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara
hukum di badan penyelesain sengketa konsumen (BPSK).
Di samping Undang-undang perlindungan Konsumen, masih
terdapat sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa di jadikan
sebagai sumber atau dasar hukum di antaranya sebagai berikut:
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a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001
Tanggal 21 juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen
Nasional.
b. Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tanggal 21 juli 2001 tentang
pembinaanPengawasan dan penyelenggaraan perlindungan Konsumen
peraturan pemerintah.
c. Republik Indonesia No 59 Tahun 2001 Tanggal 21 juli 2001 tentang
lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat.
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001
Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Palembang,Jakarta
pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, dan
Makasar.
e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 301/MPP/KEP/102/2001 tentang Pengangkatan, pemberhentian
Anggota dan Secretariat Badan Penyelesaian sengketa konsumen.
f. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia
Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang pendaftaran lembaga
perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat.
g. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan
Penyelesain Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makasar,
Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Medan.
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h. Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 Tanggal 13 juni 2002 tentang perubahan
atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
302/MPP/KEP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang pendaftaran
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masayarakat.
i. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 tanggal 30 April 2002 tentang
pembentukan tim penyeleksi calon Anggota Perlindungan Konsumen.
j. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat. Sanksi Terhadap
Pelanggaran Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen36.
Aturan-aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat di kenakan pada
pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat di temukan dalam Bab
X111 Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, yang di mulai
dari Pasal 60-63.
Sanksi-sanksi yang di dapat di kenakan terdiri dari:
a. Sanksi Administrative
Sanksi administrative di atur dalam satu pasal yaitu 60. Sanksi
ini merupakan suatu “hak khusus” yang di berikan oleh Undang-
undang tentang perlindungan konsumen kepada Badan Penyelesaian
Sengketa (BPSK) atau tugas dan/ atau kewenangan yang di berikan
oleh Undang-undang tentang perlindungan Konsumen ini kepada
36Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis di Indonesia,  (Jakarta:Prenamedia Group,cet.1,
2019), h.204
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BPSK untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar
pengadilan.37
Menurut ketentuan pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1)
Undang-undang tentang perlindungan konsumen, sanski administrative
yang dapat di jatuhkan Oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi
sampai sebesar-besarnya Rp. 200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah)
terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap/dalam rangka:
1. Tidak dilaksanakan pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada
konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau pergantian
barang/dan atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan
atau pemberian santunan atau kerugian yang di derita konsumen.
2. Terjadinya kerugian sebagai akibat kegiatan produksi iklan yang di
lakukan oleh pelaku usaha periklanan.
3. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan, baik
dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta
pemberian jaminan atau garansi yang telah di tetapkan sebelumnya,
baik berlaku terhadap pelaku usaha  yang memperdagangkan
barang dan/atau jasa.38
b. Saknsi Pidana Pokok
Sanksi pidana pokok adalah sanski yang dapat di kenakan dan
di jatuhkan oleh pengadilan atau tuntutan jasa penuntut umum terhadap
pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang
37 Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Umum, 2001) h. 83
38 Ibid, h. 83
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tentang perlindungan konsumen memungkinkan di lakukannya
penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
Rumusan pasal 62 Undang-undang tentang perlindungan
konsumen memungkinkan di lakukannya penuntutan pidana terhadap
pelaku usaha dan/atau pengurusnya.
c. Sanksi Pidana Tambahan
Ketentuan pasal 63 Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen memungkinkann di berikan sanksi pidana tambahan di luar
sanksi pidana pokok yang dapat di jatuhkan berdasarkan ketentuan
pasal 62 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.
Sanksi-sanksi pidana tambahan dapat di jatuhkan berupa:
a. Perampasan barang tertentu
b. Pengumuman keputusan hakim
c. Pembayaran ganti rugi
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian konsumen
e. Pencabutan izin usaha
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen
Karateristik khusus yang di temuai dalam sengketa konsumen
antara lain berkaitan dengan ketimpangan daya tawar antara konsumen
dengan pelaku usaha, di mana konsumen pada umumnya berada pada
posisi yang lebih lemah secara ekonomis, psikologis dan pengetahuannya
di bandingkan dengan pihak pelaku usaha yang pada umumnya berbentuk
dari segi managment. Di luar hal tersebut titik pangkal dari sebuah
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sengketa umunya berawal dari informasi yang tidak di terima secara jelas
dan tepat, sehingga pemahaman mengenai transaksi barang atau jasa
menjadi berbeda. Hal ini tentu sangat sederhana dan lebih baik di
selesaikan dengan musyawarah, secara sederhana yang di maksud dengan
sengketa konsumen adalah sengketa atu perselisihan yang terjadi antara
konsumen sebagai pihak yang di rugikan dengan pelaku usaha atas
pemanfaatan barang atau jasa yang di manfaatkan oleh konsumen.39
Sengketa Konsumen harus di selesaikan sehingga tercipta
hubungan baik antara pelaku usaha dan Konsumen, di mana masing-
masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesain sengketa
secara hukum bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat
menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa,
sehingga rasa keadilan dapat di tegakkan.
Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen yang di atur dalam
UUPK terbagi menjadi 2 bagian yaitu: penyelesaian Sengketa di luar
pengadilan dan penyelesaian sengketa di pengadilan.40
Faktor utama yang menjadi kelemahan Konsumen adalah tingkat
kesadaran Konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama
rendahnya tingkat pendidikan Konsumen. oleh karena itu Undang-undang
Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi
39 Sularsi,Penyelesain Sengketa Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan
Konsumen dalam liku-liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001, h. 84
40Hesti Dwi Atuti, Kendala Penyelesain Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesain
Sengketa Konsumen (BPSK), Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2015,Vol 1, h. 577
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pemerintah dan lembaga perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat
untuk melakukan upaya pemberdayaan Konsumen melalui pembinaan.
Upaya ini sangat enting karena tidak mudah mengharapkan Pelaku Usaha
yang pada dasarnya prinsip ekonomi lebih menguntungkan41
41Duwi Handoko, Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen,( Pekanbaru: Hawa dan
Ahwa, 2019),h.7
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BAB  V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan,
maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dengan di berikan  beberapa
upaya yang telah di lakukan oleh pihak penyedia jasa yakni dengan adanya
layanan CS ( Costemer Service), layanan Info Coustemer, dan layanan
Media Sosial dengan tujuan untuk memberikan kesempatan konsumen
dalam hal memberikan kompensasi dan juga penyelesaian masalah.
Namun dalam pemenuhan hak atas informasi yang jelas dan jujur dalam
progam jasa indovision belum berjalan dengan semestinya apa yang
tercantum di peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen di karenakan ketidaktahuan masing-masing pihak
mengenai peraturan  yang sebenarnya.
2. Tanggung Jawab pelaku usaha terhadap kerugian pada dasarnya harus
sesuai dengan kebijakan penyedia jasa yakni di adakan pengecekan
terlebih dahulu mengenai masalah dengan terlebih dahulu melakukan
pembuktian masing-masing pihak, dalam pelaksanaan pemberian ganti
kerugian dalam tenggang waktu lewat tanggal yang seharusnya tercantum
di karenakan kondisi cuaca dan juga keterbatasan alat.
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B. Saran
Dari hasil penelitian yang telah di uraikan maka ada beberapa saran
yang harus di perhatikan pihak-pihak tertentu, di antaranya adalah:
1. Bagi Pelaku Usaha (PT.Mekar Jaya Vision)
Selaku penyedia jasa di harapkan dalam memberikan informasi
yang secara jelas, dan jujur dapat lebih terbuka, seperti apa yang telah
termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen dengan demikian tidak adalagi pihak-pihak yang di rugikan.
2. Bagi Pengguna Jasa (Konsumen)
Hendaknya konsumen dalam masalah informasi yang jelas dan
jujur terhadap kelengakapan Chanel harus berani menanyakan kepada
pelaku usaha terkait progam yang tidak lengkap seharusnnya bagaimana
agar masalah itu tidak terjadi sehingga dapat di nikmati oleh konsumen
dalam menggunakan televisi berlangganan ini.
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DAFTAR ANGKET ATAU KUESIONER KEPADA KONSUMEN
Saya mohon bantuan dari saudara untuk mengisi sekaligus menjawab
pertanyaan di bawah ini. Angket atau kuesioner ini saya lakukan guna untuk
melakukan penelitian saya berkenaan dengan Perlindungan Konsumen atas hak
informasi yang jelas dan jujur dalam jasa progam indovision.
A. Petunjuk Pengisian
Isilah angket atau kuesioner di bawah ini dengan memberikan tanda
silang pada pilihan jawaban (a) atau (b) yang sesuai dengan jawaban saudara
Terimakasih.
B. Identitas Responden
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
C. Pertanyaan
1. Apakah saudara pegguna jasa indovision (TV Kabel)?
a. Ya
b. Tidak
2. Apakah dengan adanya jasa Indovision sangat berguna bagi saudara?
a. Ya
b. Tidak
3. Dalam jasa progamnya apakah perlu adanya informasi yang jujur bagi
saudara?
a. Di perlukan
b. Tidak di perlukan
4. Apakah ada pemberitahuan  jika terjadi kerusakan selama menggunakan
jasa indovision ?
a. Di beritahukan
b. Tidak di beritahukan
5. Bagaimana tingkat Kepuasaan Saudara terhadap Informasi yang di berikan
oleh Pihak Indovision?
a. Memuaskan
b. Tidak memuaskan
6. Apakah saudara mengetahui hak-hak saudara sebagai konsumen?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui
7. Apakah saudara mengetahui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsume?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui
8. Apakah saudara mengetahui kewajiban saudara sebagai konsumen jasa
indovision ?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui
9. Apakah saudara mengetahui hak-hak dari pelaku usaha dalam progam jasa
indovision?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui
10. Apakah saudara merasa di rugikan oleh pihak indovision terkait jumlah
progam siaran yang tidak sesuai ?
a. Di rugikan
b. Tidak di rugikan
11. Bagaimana Tanggung Jawab dari pihak Indovision apabila terjadi
kerusakan (Jumlah Progam siaran yang tidak lengkap)?
a. Melakukan pembuktian dan pengecekan
b. Tidak adanya respon
12. Bagaimana Penyelesaian masalah  jika terjadi kendala ?
a. Secara Kekeluargaan
b. Ranah Hukum
DAFTAR WAWANCARA TERHADAP DIREKTUR
PT. MEKAR JAYA VISION
1. Sudah berapa lama berdirinya PT. Mekar jaya vision ini ?
2. Mengapa memilih dan menggunakan jasa indovison( Tv kabel) sebagai usaha?
3. Apa visi dan misi untuk merintis usaha jasa indovision ini pak?
4. Bagaimana prosedur jika akan bergabung dengan PT. Mekar jaya vision ini ?
5. Apakah saudara mengetahui hak konsumen ?
6. Apakah saudara mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999
tentang perlindungan konsumen?
7. Apakah saudara mengetahui tanggung jawab saudara sebagai posisi pelaku
usaha ni?
8. Apakah saudara memberika informasi terkait progam jasa indovision ini?
9. Apa solusi jika ada konsumen yang mengeluhkan progam yang tidak sesuai
jumlah?
10. Bagaimana penyelesaian ketika terjadi kendala?
DAFTAR WAWANCARA TERHADAP KONSUMEN
1. Apa alasan saudara memilih menggunkan jasa indovision(tv kabel) untuk
memperoleh informasi?
2. Mengapa saudara tidak lebih memilih untuk menggunakan tv parabola ?
3. Apakah saudara selama menggunakan jasa tv kabel merasa di rugikan atas
informasi yang tidak jujur dari pelaku usaha?
4. Jika pernah, berapa jumlah yang anda anggap tidak sesuai dengan harga yang
harus di bayar atau yang telah di sepakati dari pihak pelaku usaha?
5. Jika tidak, apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya hal tersebut merugikan
saudara dan menguntungkan pelaku usaha tersebut?
6. Bagaimana pendapat saudara tentang informasi yang jujur?
7. Apakah anda mengetahui bahwa sebenarnya saudara mempunyai hak dan
kewajiban sebagai konsumen?
8. Apakah saudara mengetahui mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen?
9. Apakah ada tanggung jawan\b dari pihak Televisi Berbayar (Indovision)
apabila Terjadi informasi Jumlah Progam Siaran yang tidak lengkap?
10. Saran apa yang harus di lakukan oleh pelaku usaha dan para pihak yang terkait
dalam hal ini?
DAFTAR WAWANCARA UNTUK KARYAWAN
DI BIDANG PENYIARAN?
1. Sudah berapa lama bapak bekerja di PT. Mekar Jaya Vision ini?
2. Apakah bapak memang bidangnya di penyiaraan?
3. Apakah menurut bapak sistem progam penyiaraan itu ada lemah dan kuat nya
signal?
4. Menurut bapak bagaimana kekuatan signal di kecamatan Reteh ini?
5. Apakah ada pengujian sistem penyiaran pak?
6. Menurut bapak terakait informasi yang jujur apakah itu di butuhkan?
7. Dalam penginputan progam pak adakah kendala di daerah kecamatan Reteh?
8. Sebenarnya hak guna dalam pemograman itu seperti apa pak?
9. Adakah masalah selama penggunaan jasa baik kepada konsumen ada yang
jelas dan tidak sesuai dengan informasi ?
10. Bagaiamana menangani kendala terkait keluhan konsumen tersebut?
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